
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a di atas, 
maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan 
W alikota Makassar. 

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan di Kota Makassar agar lebih berdaya guna 
dan berhasil guna, diperlukan uraian tugas jabatan non 
struktural sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pcmbentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Dacrah Kota Makassar dan Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 96 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas 
dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Kota Makassar; 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

Mengingat 

Menimbang 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN NON STRUKTURAL 
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR: 66 1.8hu" 2014 

WALIKOTA MAKASSAR 



11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 
2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2013 Nomor 7); 

10.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2009 Nomor 2); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NomOR 694); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintrahan Daerah Provinsi dan Pmerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repunlik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota 
Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
193); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten -kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propiinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2970); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 



Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Sub Bagian Umum terdiri dari: 
a. Pengagenda dan Pengarsip Surat; 
b. Pendistribusi Surat (Caraka); 
c. Pramu Kantor; 
d. Pengolah Data Kepegawaian; 
e. Pengolah Bahan Laporan Kepegawaian; 
f. Operator Komputer. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

Pasal 2 

BABII 
URAIAN TUGAS 
Bagian Pertama 

Sekretariat 

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan : 
1. Kota adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar; 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 

Makassar; 
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kota Makassar; 
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kota Makassar; 
7. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kota Makassar; 
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kota Makassar; 
9. Jabatan Non Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan 

wewenang, tugas dan fungsi seorang pegawai negeri sipil dalam 
melaksanakan tugas kedinasan yang berada di bawah eselon terendah 
dalam hirarki satuan organisasi; 

10. Peta Jabatan adalah Bagan yang menunjukkan keseluruhan jabatan­ 
jabatan yang ada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 
Makassar. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN 
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN NON STRUKTURAL DAN 
PETA JABATAN PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI 
KREATIF KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

12.Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2013 
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar 
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 96). 

AR 
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